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Menyatakan

Dalam Provisi
Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan frasa “tempat pendidikan” dalam norma Pasal 69
huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5588) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi perguruan tinggi
yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau
sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Selasa, 20 Agustus 2024

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan terdaftar sebagai pemilih dalam
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 (Pilkada 2024).
Sebagai mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, para Pemohon merasa
dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015, yaitu adanya potensi
tertutupnya informasi mengenai gagasan para calon pemimpin dalam ruang dialog akademis



yang akan berpengaruh terhadap pilihan para Pemohon sebagai pemilih pemula dalam
Pilkada 2024.

Terhadap kewenangan Mahkamah, permohonan para Pemohon adalah permohonan
untuk menguiji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu UU 1/2015 terhadap UUD
NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat
menguraikan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan
berlakunya norma yang dimohonkan penguijian, yaitu Pasal 69 huruf | UU 1/2015. Dengan
demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitisionalitas norma yang
dimohonkan pengujisn, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan
a gquo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok
permohonan.

1. Dalam Provisi

Bahwa dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan provisi yang pada
pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk dilakukan pemeriksaan prioritas dan diputus
sebelum dimulainya masa kampanye pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah tahun
2024, sehingga calon kepala daerah/wakil kepala daerah dapat melakukan adu visi dan
gagasannya di perguruan tinggi secara akademik. Terhadap permohonan provisi tersebut,
oleh karena perkara a quo diputus tanpa melaksanakan pemeriksaan persidangan dengan
agenda pembuktian yang antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana
dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansinya
untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, menurut
Mahkamah, permohonan provisi para Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut
hukum.

2. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 69 huruf i UU 1/2015 bertentangan dengan
Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan
dalil-dalil permohonan (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila
dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-
PRES/XXI1/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU-PRES/XXII/2024,
Mahkamah berpendirian bahwa tidak boleh lagi ada pembedaan secara ekstrem antara rezim
pengaturan dan paradigma pemilihan umum dengan rezim pengaturan dan paradigma
pemilihan kepala daerah.

Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 bertentangan
dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, khususnya mengenai asas adil dalam
Pemilu dan Pilkada yang tidak dapat terjadi dengan berlakunya Pasal a quo. Diperlukan suatu
konsistensi untuk melakukan koherensi antara rezim pengaturan pemilihan umum dengan
pemilihan kepala daerah. Sehingga, tidak akan timbul kerancuan dan perbedaan ekstrem di
antara keduanya seperti yang terjadi sebelumnya.

Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan izin menyelenggarakan kampanye di
perguruan tinggi harus diberlakukan pula dalam pemilihan kepala daerah karena Mahkamah
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023 yang menguji norma Pasal
280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU
7/2017) memberikan pemaknaan baru sehingga kampanye dapat dilaksanakan di kampus, in



casu perguruan tinggi, sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan
hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dalam
dua undang-undang yang berbeda. Meskipun demikian, tidak boleh lagi dibedakan
pengaturan, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai kampanye di perguruan tinggi
sehingga dibutuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah ketentuan larangan
tersebut dalam UU 1/2015.

Bahwa menurut para Pemohon, terhadap norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015
mengandung konsekuensi pemidanaan apabila dilanggar. Konsekuensi pidana dimaksud
diatur dalam Pasal 187 ayat (3) UU 1/2015. Jikalau norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 tidak
dimaknai dengan membolehkan pelaksanaan kampanye di kampus, para Pemohon potensial
dikenai ancaman pidana. Sehingga, untuk memberikan kepastian hukum yang adil
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, norma Pasal 69 huruf i
UU 1/2015 harus diberikan pemaknaan sebagaimana makna dalam UU 7/2017. Selain itu,
norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 juga potensial menghalangi kesempatan para Pemohon
untuk mengembangkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut, para
Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015
sepanjang frasa “tempat pendidikan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan Perguruan
Tinggi atau penyebutan serupa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat
dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye.”

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan
para Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, sebagaimana tersebut di atas, telah
ternyata yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah frasa “tempat pendidikan” apakah
norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 yang mengatur mengenai larangan kampanye dengan
menggunakan rumah ibadah dan tempat pendidikan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1),
Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana termaktub
dalam petitum para Pemohon, frasa larangan kampanye bagi “tempat pendidikan” adalah
konstitusional secara bersyarat dengan mengecualikan perguruan tinggi atau penyebutan lain
sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dan hadir tanpa atribut
kampanye. Artinya, para Pemohon menghendaki larangan kampanye tidak berlaku bagi
perguruan tinggi sepanjang peserta kampanye hadir tanpa atribut kampanye.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh norma yang dimohonkan pengujian
konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih
dahulu berkenaan dengan pemilihan kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil
bupati, dan walikota/wakil walikota) dalam konteks pemilihan umum sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, sebelum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum pada tanggal 29 September 2022, pemilihan kepala daerah dimasukkan dalam
rezim pemerintahan daerah, bukan termasuk rezim pemilihan umum. Secara normatif,
pembedaan itu ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
97/PUU-X1/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19
Mei 2014. Berkenaan dengan pemilihan kepala daerah berada dalam rezim pemerintahan
daerah, pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.12.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
97/PUU-XI/2013

Namun, setelah melewati beberapa kali pemilihan, Mahkamah bergeser pendirian dari
sebelumnya menempatkan pemilihan kepala daerah berada dalam rezim pemerintahan
daerah menjadi menempatkan pemilihan kepala daerah masuk pada rezim pemilihan umum
sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Tanda mulai terjadinya
pergeseran tersebut, dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
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Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 26 Februari 2020 yang antara lain dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.15.1]
menyatakan bahwa para pengubah UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak membedakan
rezim pemilihan. Secara eksplisit, perubahan atau pergeseran pendirian Mahkamah tersebut
dituangkan dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUU-XX/2022, yaitu sebagai berikut:

[3.17] Menimbang bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945,
Mahkamah mengamati terdapat perubahan penafsiran yang disebabkan oleh
praktik berhukum di Indonesia. Pada periode awal pasca perubahan UUD 1945,
di mana pemilihan kepala daerah berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan yang
belum lama dipraktikkan, Mahkamah menafsirkan adanya suatu pembedaan
antara rezim Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah (vide
Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] di atas). Namun beberapa periode setelah
pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan konsisten dan relatif
telah menemukan bentuk terbaiknya, Mahkamah menemukan praktik berhukum
yang menurut Mahkamah secara implisit telah mengubah penafsiran mengenai
Pemilihan Kepala Daerah.

Beberapa praktik berhukum yang menurut Mahkamah menjadi argumentasi dasar
dalam perubahan penafsiran adalah sebagai berikut:

Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah secara de jure dan de facto
dilaksanakan oleh lembaga yang sama. Satu-satunya norma dalam UUD 1945 yang
menyebutkan penyelenggara pemilihan umum adalah Pasal 22E UUD 1945 ayat (5) yang
menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri”;

UUD 1945 mengamanatkan enam prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang
demokratis, yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan
ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, karena sifat reguler dalam
penyelenggaraan pemilihan, secara substansial Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga
mengandung prinsip penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala/periodik. Prinsip
demikian dalam praktiknya bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum nasional (yaitu
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD),
namun juga mendasari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, kedua jenis
pemilihan dimaksud tetap diselenggarakan berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilihan
demokratis yang berlaku secara universal.

Selanjutnya norma UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut ke dalam beberapa norma
undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan pengawasan
perilaku oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Undang-undang yang
mengatur lembaga penyelenggara pemilihan umum ini secara normatif tidak membedakan
antara penyelenggaraan pemilihan umum (nasional) dengan pemilihan kepala daerah. Dalam
praktik pun tidak ada pembedaan tersebut. Jika pun terdapat perbedaan, perbedaan demikian
hanyalah bahwa penyelenggaraan pemilihan umum nasional dilaksanakan sepenuhnya oleh
KPU RI (atau KPU pusat), sementara pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU daerah
yang notabene adalah kepanjangan tangan dari KPU RI sehingga keberadaannya merupakan
satu kesatuan dengan KPU RI. Demikian pula Bawaslu daerah yang dalam konteks
pengawasan atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebenarnya tetap bertindak sebagai
kepanjangan tangan Bawaslu RI (Bawaslu pusat). Kesamaan demikian didukung pula oleh
praktik bahwa subjek yang diperiksa dan diadili oleh DKPP meliputi semua penyelenggara
pemilu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah tanpa membeda-bedakan yurisdiksi
absolut-nya;

Peserta pemilihan umum, baik kontestan (meliputi pasangan calon yang diusung partai
politik maupun pasangan calon perseorangan) atau pun pemilih (pemilik hak suara), dapat
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memahami dan mengikuti/ menjalankan konsep pemilihan yang tidak membedakan antara
Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan, menurut Mahkamah
dalam implementasi tidak cukup alasan lagi untuk membedakan baik secara konseptual,
teoritis, dan sosiologis antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerabh;

Dari sisi sumber daya dan pembiayaan, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa
praktik menyatukan/melebur kedua rezim pemilihan demikian lebih efisien karena dapat
diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara yang sama, dibandingkan jika Negara harus
membentuk dua lembaga penyelenggara yang berbeda;

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, secara konstitusional, konstruksi
norma Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya sekadar dibaca bahwa pemilihan
umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan
daerah, presiden dan wakil presiden, dan dewan perwakilan rakyat daerah tetapi juga harus
dimaknai termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah. Pemaknaan demikian menghendaki
harmonisasi atau sinkronisasi pengaturan atau hukum pemilihan umum untuk hal-hal yang
memiliki kesamaan antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Berkenaan dengan
hal tersebut, salah satu tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang dapat
dinilai memiliki kesamaan adalah penyelenggaraan kampanye.

Dalam hal ini, norma Pasal 69 UU 1/2015 menyatakan bahwa dalam kampanye
pemilihan gubernur, bupati dan walikota terdapat larangan, yaitu: a. mempersoalkan dasar
negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati,
Calon Walikota, dan/atau Partai Politik; c. melakukan Kampanye berupa menghasut,
memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; d.
menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan
kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; e. mengganggu
keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; f. mengancam dan menganjurkan
penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; g.
merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; h. menggunakan fasilitas dan
anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; i. menggunakan tempat ibadah dan tempat
pendidikan; jmelakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan
kendaraan di jalan raya; dan/atau; k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah
ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Begitu pula dalam pemilihan umum, Pasal 280 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan bahwa
pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang a. mempersoalkan dasar negara Pancasila,
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan,
calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan
ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan
kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok
anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan
alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah,
dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain
dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j. menjanjikan
atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Bahwa apabila dibaca secara saksama pengaturan perihal larangan pada masa
kampanye tersebut di atas, di antara larangan kampanye yang diatur dengan substansi yang
dapat dinilai sama antara UU 1/2015 dan UU 7/2017 adanya “larangan menggunakan tempat
pendidikan”. Namun demikian, berkenaan dengan ‘“larangan menggunakan tempat
pendidikan” yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, Mahkamah telah
mengecualikan larangan bagi tempat pendidikan. Sebagaimana dinyatakan dalam amar
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023, kampanye di tempat pendidikan dapat
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dikecualikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dan hadir
tanpa atribut kampanye pemilihan umum. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah ihwal
mengecualikan larangan kampanye di perguruan tinggi sepanjang dilaksanakan setelah
mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dan hadir tanpa atribut kampanye
pemilihan umum secara lengkap dapat dibaca dan ditegaskan kembali dalam Paragraf [3.14]
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XX1/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023, sebagai berikut:

[3.14] ...Menurut Mahkamah, kampanye pemilu di tempat pendidikan adalah tepat jika
ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu jenjang
pendidikan setelah pendidikan menengah yang penyelenggaraannya dilakukan
oleh perguruan tinggi. Selain merupakan sumber potensial dari keberadaan
pemilih pemula, perguruan tinggi juga merupakan simbol pengembangan ilmu
pengetahuan dan peradaban, tempat terkonsentrasinya orang-orang yang
terdidik dan terpelajar, serta merupakan pusat energi dan kemampuan untuk
melakukan langkah pencegahan yang antisipatif terhadap paham radikal dan
intoleran. Oleh karena fungsi perguruan tinggi yang sangat strategis tersebut,
menurut Mahkamah, perguruan tinggi melalui civitas akademika memiliki
kemampuan besar dalam mengupayakan pendidikan politik serta partisipasi
politik bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui kampanye pemilu.

Bahwa kampanye pemilu di perguruan tinggi dapat membuka kebebasan
berbicara, berekspresi, dan mengemukakan pendapat bagi civitas akademika
dan merupakan tempat yang tepat dalam menguji visi, misi, program dan/atau
citra diri para peserta pemilu, sehingga peserta pemilu kemudian akan
mendapatkan ide dan gagasan baru yang merupakan hasil dari diskusi ilmiah
berdasarkan ilmu pengetahuan dan penelitian guna perbaikan dan perubahan
pembangunan. Perguruan tinggi juga merupakan tempat berkembangnya
kebebasan mimbar akademik yang dapat menciptakan dialog antara peserta
pemilu untuk membahas sejauh mana program-program yang ditawarkannya
dapat dengan mudah diterapkan setelah memenangkan pemilu. Kampanye
pemilu di perguruan tinggi dapat juga membantu perguruan tinggi mencapai
tujuannya untuk menciptakan dan menyebarluaskan pengetahuan serta
memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Bagi mahasiswa sebagai bagian
dari civitas akademika dan merupakan pemilih pemula, kampanye pemilu dapat
memberikan informasi tentang rekam jejak, visi, misi, dan program kandidat
peserta pemilu sehingga dapat menjadi dasar keputusan untuk menentukan
pilihan yang terbaik berdasarkan hati nurani pada saat menggunakan hak suara
dalam pemilu. Meskipun demikian, kampanye pemilu yang diselenggarakan di
perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan pembatasan sebagaimana
dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.
Pengaturan pembatasan demikian diperlukan agar kampanye pemilu tersebut
tidak berubah menjadi kampanye politik yang menimbulkan perpecahan dan
polarisasi civitas akademika yang berakhir dengan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, pengecualian terhadap
larangan kampanye di perguruan tinggi selain dimaksudkan memberikan kesempatan kepada
civitas akademika untuk menjadi salah satu lokomotif penyelenggaraan kampanye pemilihan
umum untuk mendalami visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing
calon dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon. Selain tempat
berkumpulnya sebagian dari pemilih pemula dan pemilih kritis, mengecualikan larangan
kampanye di perguruan tinggi yang berarti membuka kesempatan dilakukan kampanye
dialogis secara lebih konstruktif yang pada akhirnya akan bermuara pada kematangan
berpolitik bagi masyarakat.

Bahwa setelah mempelajari secara saksama pertimbangan hukum perihal
pengecualian larangan kampanye di kampus atau perguruan tinggi dan dengan mendasarkan
kepada pendirian Mahkamah yang tidak lagi membedakan rezim pemilihan umum dengan
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rezim pemilihan kepala daerah, karena substansi yang dimohonkan para Pemohon pada
pokoknya sama dengan substansi Perkara Nomor 65/PUU-XX1/2023, tidak ada keraguan bagi
Mahkamah untuk memberlakukan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 65/PUU-XXI1/2023 secara mutatis mutandis terhadap permohonan a quo. Selain itu,
pemberlakuan secara mutatis mutandis tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan prinsip erga
omnes. Dalam hal ini, karena norma larangan kampanye di kampus atau perguruan tinggi atau
sebutan lain dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 telah dinyatakan inkonstitusional
secara bersyarat oleh Mahkamah, maka terhadap norma serupa dan sejenis yang terdapat
dalam undang-undang lain semestinya pula diberikan makna yang sama. Sebagai sistem
hukum yang berlaku dalam pemilihan umum yang sama-sama didasarkan kepada konstruksi
hukum dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, membiarkan norma yang saling bertentangan
tetap eksis/berlaku, dalam batas penalaran yang wajar dapat merusak kepastian hukum
penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya, meskipun ketentuan tersebut diatur dalam dua
undang-undang yang berbeda, nhamun karena tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan
maka untuk kepentingan kepastian hukum dan penguatan prinsip erga omnes, larangan
kampanye pada “tempat pendidikan” dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana termaktub
dalam norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi/sebutan lain dan hadir
tanpa atribut kampanye pemilu. Dengan demikian, selengkapnya norma Pasal 69 huruf i UU
1/2015 akan dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar Putusan a quo.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata frasa “tempat
pendidikan” dalam norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 ihwal larangan kampanye menggunakan
tempat pendidikan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan
demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “tempat pendidikan” dalam norma
Pasal 69 huruf i UU 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi perguruan tinggi yang
mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa
atribut kampanye pemilu. Namun demikian, meskipun rumusan amar Putusan a quo tidak
sama persis sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, akan tetapi secara
substantif tidak terdapat perbedaan atau sama dengan yang dimohonkan para Pemohon
sehingga permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan
putusan yang amar putusannya menyatakan:

Dalam Provisi
Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan frasa “tempat pendidikan” dalam norma Pasal 69 huruf i Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi
perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau
sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.



